Menimbang : a  bahwa dalam rangka memberikan panduan dan
pedoman kingria guma memaksimalkan peran dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
pekerjaan  serta.  pemberian  motivasi  yang  dapat
menghasilkan kinerja yang optmal, maka
disusun urmian ™gas dan jabatan secara siBiematis

Mengingat

WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 441 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

dan terpacy;

b,  behwa untuk menindak lanjuti ketentuzan Pasal 19

Perafiiran Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 20186
Perangkat
Daerah Kota Tual, maka perlu uralan tugas jabatan
sebagai padoman dalam pelaksanaan tugas organisasi;

¢ bahwa  berdasarkan pertimbangsn  sebegaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurof b, perlu ditetapkan

tentang Pembeniukan dan  Sususnan

dengan Peraturan Walikota Tual,

=

Maluku (Lemberan Negara  Republik

Republik Indénesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Lem Garan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4421);

3, Undang-Undang Neomeor 31 Talun 2007 tentang
Pernbentukan Kota Tuel di Provinsi Maluku {Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,

Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4747);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan  Publik [Lembaran  Negara

7.  Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
jLembaran Negara Republik Indonesia Teahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Womer 60 Tahun 1958 tntang
Penetapaty Undang-Undang Nomor 23 Talhun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran MNegara

Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5492);




8. Undang-Undang Nomor o Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 06 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz  Nomor 5484);

Q. Undang-Undang Nemer 23 Talun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang WNomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56357),
dan Undang-Undang Nemor 8 Talun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 56749);

13. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

11. Peraturan Menteri Dalam Nepenn Momor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Eepublik [hdonesia Nomor 2036);

12, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor (2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016
Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tusl
Nomor 7096)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS  PEMADAM
KEPAKARAN KOTA TUAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan i yang dimaksud dengan:

a.

b.

Daerah Otonom  yang  selanjutnya  disehut Daerah adalah Daerah
Knta Tual;

Otonomi Daerah adzlah Kewenangan Dacrah Otonom untuk mengatur
dan menpurus Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat sesvai dengan Peraturan
Perundang-undangarn,

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah oleh
Pemerintah kepada daerah otonom dalaun kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;




d Tugas Pembantuan adalah pepugasan dari Pemerintah kepada Daerah
danfatau Desa, dari Pemernintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk melaksanakan tugas tertentu;

e. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Walkota dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari Seckoretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerak;

Pemerintah Dagrah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual

Wallkota adalah Walikota Tual:

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kaota Tual

Dinas Pemadam Kebakaran adalah Saihuan Kerja Perangkat Dacrah

sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah sesuai Tugas Pokok dan

Fungsi;

j. Jabatan Struktural sadalah keduduken yang menunjukan Tugas,
Tanggung jawab dan Wewenang serta hak seorang Pegawal Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu Saman, Organsasi Negara,

k Jabatan Fungsional adalah Kedudukan wyang menunjukan Tugas,
Tangpung jawab dan Wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

e

BAE N
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(I} Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, terdiri dari:
a Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Pencegahan dan Penyuluban Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
2. Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran.
d. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran, terdiri dari:
). Seksi Penangpulangan Kebakaran;
2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi korban.
) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual merupakan unsur pelaksana otonormi
daerah pemerintah Kota di bidang Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berkedudokan dibawah dan bertanggung lawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Dacrah.

Fosal 4
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemernntahan daerah di bidang Pemadam

Kebakaran dalam rangka pclaksanaan tugas desentralisasi, tugas
pembantian dan tugas-tugas kin yang diberikan Walikota,



Pasal 5

Untuk menyelenggaraltan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas
Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a,

b

- R0

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis < bidang Pemadam
Kebakaran;

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan
umum  di  bidang Pernadam  Kebakaran  berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan;

Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
Pembinaan Unit Pelaksana Telenis Dinas;

Pengelolaan Urusan Kesckretariatan Dinas;

Pelalcsanaan tugas lain sesuai kebijakan wyang ditetapkan Walikota
di bidang Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketiga
KEPALA DINAS

Pesal ©

Uraian tugas Kepala Dinas, sebagai bernkut:

a.

b

Menctaplkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan
urmum Daerah sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

Memimpin, mengalur, membina dan mengendalikan pelaksanaan
program dan kegiatan serta penctapan kebijakan teknis pada Dinas yvang
meliputi  Sckretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadam dan
Penanggulangan Bencana, Bidang Sarana Prasarana dan Logistik, Unil
Pelaksana teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional;

Membapi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan apar pekeriaan berjalan
lancar;

Membina bawahuan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward
and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;

Mengevaluasi pclaksanaan  kebijakan  operasional dengan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan
sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang
maksimal;

Menetapkan penyusunan data dan infiormasi bahan penetapan Rencana
Keria Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  (RPJPD], Rencana  Pembangunan  Jangka — Menengah
Dacrah {RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD), Rencana
Strategis (RENSTRA} dan Rencana Kerja {RENJA) sarta rencana kerja
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penefapan Laporan
Kingerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD),
Laparan Kinerja Instansi Pemerinlah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar
Pelayanan Minimal {SPM) wisan wajib Pemerintahan Dacrah yang
berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Pemadam Kebakaran
dan Kebencanaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur {SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan indeke Kepuasan Masyarakat {IKM)
di lingkup Dinas,

Menyelenggarakan menitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian
administrasi penataan organisasi, keclembagaan dan penngkatan
kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
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I.

Menyelenggarakan  pencegahan, penangguiangan kebakaran dan
kebencanaan seria pengembangan sarana prasarang penunjang;
Menetapkan kebijakan penanggulan kebencanaan di daerah meliput
Pengurangan Resiko Kehencanaan {PFRE), Tangcep Darurat
Kebencanaan (TDB) dan Rumah Rawan Kebencanaan [(RRBJ;
Mengintegrasikan kebijakan penangpulangan kebeéncanaan Pengurangan
Resiko Kebencanaan (PRB), Tanggap Darural Kebencanaan (TDB) dan
Rumah Rawan Kebencanaan (RRB} ke dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dacrah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Dacrah RKPD) dan Rencana
Kerja (RENJA| Organisasi Perangkat Daerah;

Menetapkan usulan status keadaan darurat bencana;

Menetapkan usulan  pengalokasian  dana  siap  pakai  untuk
penanggulangan  bencana dari Anggaran Pendapan Belanja
Daerah (APBD) Daerah:;

Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan,
Bidang Pemadam dan Pcna_nggl.llangan Benecana serta Bidang Sarana
Prasarana dan Logistik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
Walikota mejaiu) Sekretarnis Daerah;

Melaksanakan monitoring dan  evaluasi pejaksanaan tugas-tugas
di lingkungen Dinas; dan

Melgksanakan tygas lain darl alagan sesuai tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan perndang-undangan,

Keempat
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, sebagai berikut:

a

b.
=4

Merumuskan program dan rencena kerja Keseckretariatan berdasarkarn
kebijakan operasional Dinas schagai pedoman pelaksanean tugas;
Merumuskan penyusunan kebjjakan administratif kesekretariatan Dines;
Menyelenggarakean pembinaan dan  pengoordinagian -pengelolaan
kepegawaian berkuaitan dengan anslisa rencana kebutuban, kualifikasi,
kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;

Melalksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan
pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;

Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan
dan aset dinas;

Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan
kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengclolaan
perpustakaan, pretokol serta dan hubungan masyarakat,
Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan  informasi
bahan penetapan Rencana Kerja Daerzh di lingkungan Dinas yang
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjpng Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangke Mcnengah Daereh (REJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kerg (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuad
perafuran perundang-undangan;

Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan  informasi
bahan penctapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang
melipull Laporan Keterangan Pertanggung Jaweban (LKPJ), Laparan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan Japoran lainnya sesuzi peraturan perundang-
undangar;




S

(1)

Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur [SOP), Standar
Pelaszanen Publik {(SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM) pada
bidang-bidang di lingkup Dinas;

Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsi onal;

Membuat  wlaahan slaf  sebagar  balan perumusan  kebijakan
kesekretariaran;

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan sehagai hahan pertanggungjawaban kepada atasan;
Melaksanakan tugas lain dan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangsan.

Pasal &

Ureian Tugas Kepala Sub Bagan Umum dan Kepegawaian, sebagai

berikrt :

& Menyusun rencana pelaksanaan  kegiatan di bidang umum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

'b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman

:p-elakaanaan agas:

c. Menyusun rencana dan program  kerja  operagional  kegiatan
administrasi wnum dan administrasi kepegawnian;

d Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokek
dan fungs serta patensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien;

e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;

I Memproses penerimasan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

dan pengelolagan dokumentasi serta Kearsipan;

g Meclaksanakan pelayanan keprotokelan, kerumahianggaen, humas
dan rapat-rapac di lingkungan Dinas;

h Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan  pemeliharaan
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;

i Melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengunisan
admimistrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian,
rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawal, kenakan pangkat,
gajl berkala, pensiun dan cui pegawal, kartu pegawai, kartu
isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuranei Kesehatan Pegawai,
Absensi, Surat Keterangan Untuk Mcndapatkan Pembeyaran
']‘unjangan Keluarga, izin belajar dan migas belajar, upan dinas/ Wjian
penyesuaian ijazah, (in penceraian, pengelolsan  administrasi
perjalanan dinas serta peningkatan kesecjahteraan pegawal;

j- Melaksanakan fasilitas pembinaan umum kepegawaian yang melipoti

analisis jabatan analisis beban kerja, evaluas jabatan, pengkajian
kompetensi dan  kualiikasi jabatan, rencans  kebutuhan dan
pengembangan karier serta disiplin pegawai

k Melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian
prestasi kerja pegawai, dalar nomnatf pegawai dan Daftar Ut
Kepangkatan (DUK);

L Mengonsep dan/atau mengereksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kewenangannya sesual dengan tata naskah untuk
ditandatangani Pimpinarn;

m. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prasedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan [ndeks Kepuasan Masyarakat {IKM] pada
lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

n Menphimpun, mengolah dan menganalsa data serta penyajian data
hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



.

b

Melaksanakan monitering, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan mempertanggungjawahkan kepada Sekoretarss;

Melaksanakan Ttugas lin dari atasan sestial tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Keuangan, sebagai
berikut:

a.

b

C.

Menyiapkan bahan untuk menyusun program rencana Kerja dan
kegiatan pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan berbasis
kinerja sesual dengan Bngloup dan tugasnya;

Membagl tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok
dan fungsi serta patensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan
secarg efekif dan efisien;

Mengarahltan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di
Sub Bagian Program dan Keuangan agar sasaran ietap terfokus;
Memimpin, mengatur, membing dan mengendalikan  pelaksanaan
tugas Sub Bagan Program. dan Kevangan;

Menyvusun bahan kebijakan operasional pregram sebagai pedoman
peleksanaan program dan kegiatan serta mengatur mepgendalikan
kegiaten  admnistrasi keuangan yang melipuli  perencanaan
pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan
Dinas;

Menvyiapkan bahan analisis, pengumpulan penyajian dan pelayanan
data serta pengelolaan sistem  informasi  pembangunan  dan
menyiapkan bahan konsep naskah dinas urusan Kkeuangan sesuai
petunjuik dan pimpinan di lingkungan Dinas;

Menyiapkan bahan dan menyusun Rencans Anggaran untuk Belanja
Tidak Langsung den Belanja Langsung pada Dinas;

h Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk

pendapatan yang dibant oleh bendahara penrierima;
Mengompilasi penyusun program dan Keginten administras] wmum
dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait

untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegatan dan

program sesuai kebutuhan Dinas;

Menyvusun dan menganahsis bahan, deta dan informasi dalamn rangka
penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dacrah.
untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangks Panjang
Daerah (RPJPD), Hencana Pembangunan Jangka Menengdh Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kecja Pemerintah Dacrah (RKPD), Rencana
Strategis [Renstra] Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja
(Remja) Organisasi Perangkat Daerah, sertda Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban [LKPJ) Walikota;

Menyusun dan melaksanakan anahsis bahan, data dan infnormasi
dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggunglawaban (LEPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pcomerintahan Daerah  (LFPD] dan  Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (IPPD) Dinas;

Menganalisis bahan peraumusan program pricritas Dinas sebagai
bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai
bahan pengambilan keputusan) kebijakan;

Menghkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja
Dinas scsuai dengan Kebijakan Kepala Dimas

Menyusun dan/atau mengoreksi balen penyusunan program kerjp
Dinas dan membuat lapoyan kemajuan péhksanaan kegiatan sesual
dengan kebijakan Kepala Dinas;



p Melaksanakan proses pengelolaan keuanpan serta pembukuan untuk
beclanja pengeluaran;

g Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan
keuangan pada Dinas;

r. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat
Permintaan Pembayaran Usng Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang (SPP-TU), Swurat Permintaan  Pembayaran
Langsung (SPP-LS) sesusi dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

s Menyusun danjatan mengoreksi bahan penyusunan laporan
keuangan Dinas scsual dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

t. Menyiapkan bahan pelaksanaan penye]esaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rug: -sesuai denga_n Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;

1, Menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Pembantu Bendahara Penerimaan Sekretaris Kegiatan sesuai dengan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah d Enghkungan Dinas;

v. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana
dan prasarana perlengkapan Dinas;

w. Melaksanakan tata kelola admimistrasi Barang Milik Daerah di
lingkungan Dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan;

x Mengonsep danjatau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada Englup kewenangannya sesual dengan tata naskah untuk
ditandatangani Pimpinan;

v. Membuat telaahan siaf sebagai baban kebijakan di lingkup program
dan kenangan;

z. Melakukan penyusunan Standar Operesional Prosedur (50P), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM] pada
lingkup Sub Bagian Program dan Keuangamn;

ai. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat
Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

bb. Melaksanakan monitoring, evahiasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris;

c¢. Melaksanakan tugas lain dand atasan sesual tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan perataran perundang-undangan.

Bagian Kdima
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN

Paszal 9

Uraian Tugas Kepala Bideng Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran,
sehagai berikut:

.

RO

Merumuskan rencana program kerja dan Kegiatan di Bidang Pencegahan
dan Penyuluhan Kebakaran yang berbasis kinerja scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Merumuskan rencana dan mengkajl baban perumusan kebijaken umam
dan teknis di Bidang Pencegahan dan Penyuluhan;

Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pencegahan;
Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuar
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;
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Merumuskan  kebijakan  pemanggulangan  kebencanaan — meliputi
Pengurangan  Resikoe  Kebencanaan  (PRB), Tanggap  Darurat
Kebencanaan (TDB) dan Rumah Rawan Kebencanzan (RRB);
Melaksanakan kebijakan penanggulangan kebencanaan Pengurangan
Resiko Kcbencanaan (PRB), Tanggap Darurat Kebencanaan (TDB) dan
Rumah Rawan Kebencanaan (RRB) ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDY, Rencana
Kena (RENJA] Organisasi Perangkac Dacrahy

Merumuskan data potensi ancaman dan  resike  kebakaran dan
kebencanaan dalam rangka pencegahan;

Melaksanakan pencegahan, Kesi apsiagaan dan pengendalian kebakaran;
Mensosialisasikan peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan

kebakaran dan kebencanaan;

Melaksanakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan
peticegahan dan mitigasi serta penanganan dan  penanggulangan
kebakaran dan kebencanaan;

Melaksanakan bimbingan dam konsultasi pemenuhan persyaratan
keselamatan kebakaran dan kekebencanzanan;

Meiaksanakan Pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran
bangunan gedung publik, pabrikfindustri, kebakaran hutan dan lahan
serta transportasi urmuir;

Mensosialisasikan peralatan penngatan dini kebencanaan;

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh bencana;
Melaksanakan peningkaran kapasitas sumber daya manusia di Bidang
Penaggulangan Bencana,

Mensosialisasikan hasil analisis risiko bencana kepada masvyarakat;
Melaksanakan penilaian kelayakan pemnshkaian alat proteksi kebakavan
bangunan gedung aktif maupun pasii dalam tabhap perencanaan,
pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung;

Mengoreksi susunan dan  tilisan maskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
Fimpinan;

Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Pubik (8PP}, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup
Bidang Pencegahan dan Penyvuluban Kebakaran;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan
kegiatan di Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tigas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Ursian tugas Kepala Seksi Pencegahan Kebakararn sebagai berikut:

a. Merumuskan rencana peogram kerja -dan kegiatan i Bidang
Pencegahan Kebakaran wyang berbasis kinerja sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Merummuskan rencana dan mengkajy bahan perumusan kebijakan
umim dar: teknis di Bidang Pencegahan Kebakaram;

¢. Merumuskan penyusuman penetapsn kinerja Bidang Pencegahan
Kebakarar;

d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program. yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara clfektl dan. efi sien;

e Merumuskan kebijjakan penanggulangan kebencanaan meliputi
Pengurangan Resiko Kebencanaan (PRB}, Tanggap Darurat
Kebencanaan (TDB] dan Rumah Rawan Kebencanaan (RRBJ,
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Melaksanakan kebijakan gan kebencanaan Pengurangan
Resiko Kebencanaan (PRE), Tanggap Darurat Kebencanaan (TDB) dan
Rumah Rawan Kebencanaan (RRB) ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah meblputi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) den Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD}, Rencana Keria (RENJA) Organi sasi Perangkat Daerah;
Merumusken data polensi ancaman dan resiko kebakaran dan
kehencanaan dalam rangka pencegahan kebakaran;

Melaksanakan  pencegahan, kesiapsiagaan dan  pengendalian
kebakaran;

Mensosialisasikan peningkaian pemahaman bahaya dan pencegahan
kebakaran dan kebencanaan;

Melaksanaken permnbinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan
pencegahan dan mitigasi serta penanganan dan  penanggulangan
kehakaran dan kebencanaan;

Melaksanakan bimhingan dan konsultagi pemenuhan persyaratan
keselarmatan kebhakavan dan kckcbencanaanan,

Melaksanakan Pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran
bangunan gedung publik, pabrikfindustri, kebakaran hutan dan
lahan serta transportasi wmum;

m. Melaksanakan  penilaian  kelayakan pemakaian alat  proteksi

kebekaran bangunan gedung ektd maupun pesil dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung;
Mengoreksi susunan dan (ulisan naskah dinas pada lingkuap
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
Pimpinarn,

Mcorurnuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarskat (IKM) pada lingkup
Bidang Pencegahan Kebakaran;

Melaksanakan hubungan kega fungsional dengan Organisael
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun peleporan tugas
dan kegiatan di Bidang Pencegahan Kebakaran;

Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugps pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepals Seksi Penyuluhan dan Diklat Kebakaran, scbagai
berikut:

a

Memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan
serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi
Penyuluhan dan Diklat yang berbasis kinerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Penyuluhan dan
Diklat Kebakaran;

Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Penyuluhan dan Diklat Kebakaran;

Menjelagskan dan membagi tugas kepada bawahan sesual dengan
rencana program yang telah  ditetapkan  ggar program  dapat
dilaksanakan secama cficktif dan efisien;

Melakukan pembinaan dan pelathan peningkatan kemampuan
mitigasi, penanganan dan penanggulangan kebakaran dan
kebencanaan;

Melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan tekmis aparatur
dalam penanggulangan kebakaran dan kebencanaan;

Menyusun program pembmaan dan  pelatihan  peningkatan
kemampuan mifigasl sS&rta penanganan dan penanggulangan
kebakaran dan kebencansan;



h. Melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas sukarelawan
pemadam kebakarar

1. Melakukan penyuluhan dan penddikan dan pelatihan masyarakat

dan dunia usaha dalam pencegahan dan pemadam kebakaran;

Menyusun Standar QOperasional Prosedur [SOP}, Standar Pelayanan

Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada linglkup

Seksi Penyuluhan dan Dikla Kebalcaran;

Mensosialisasikan peralatan peringatan -dini kebencanaan;

Melaksanakan pemberdayaan masyarakal tangguh bencans;

Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber -dava manusia & Bidang

Penaggulangan Bencana;

Mensosialisasikan hasil analisis. risiko bencana kepada masyarakat;

Melaksanakan hubungan keyja fungsional dengan Organisasi

Perangkat Daerah, Pemmenintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusag;

p Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan Seksi Penyuluhan dan Diklat Kebakaran;

a Melaksanakan monitoring, -evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan Seksi Penyuluham dan Diklat Kebakaran;

r. Melaksanakan tugas lainnya dan atasan sesual tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam.
BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBAKARAN

Pasal 11
Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Ovperasional Kebakeran, sebagai
berikut:
a. Merumuskan program rencana  kena dan  kegiatan d 0 Bidang
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Pengendali i Operasional Kebakaran yang berbasis kinega sebagal
pedoman pelaksanaan hagas;

Merumuskan rencana dan menghaj bahan permmusan kebijakan wmun
dan teknis di Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;

Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengendalian
Operasional Kebakaran;

Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang tdah ditetapkan agar program dapat
dilaksenakan secara ef:zktd dan efisien;

Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penanganan bahan
berbahaya beracun kebakaran sesual dengan standar operasional
penanggulangan kebakaran;

Menghimpun, mengolah dan menyagkan data informasi kebakaran dan
kebencanaan;

Melaksanaan standarisasi penyclenggaraan penanggulangan bencana
dan darurat bencangz;

Melaksanakan koordinast” penanggulangan Kebencanaan,

Melaksanakan peringatan dini bencana dan evakitasi;

Melaksanakan manajemen sminber daya penyelenggaraan
penangpgulangan bencana;

Merumuskan usulan status darurat beneana;

Merurmnuskan usulan pengalokesian dana  stap  pakei untuk
penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pacrah
{APBD] Daerah;

Merumuskan Standar Operasional Prosedur {80DP), Standar Pelayanan
Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (KM} pada lingkup
Bidang Pengendalian Operasional Kebalkaran;

Melaksanakan menitoring, evaluas, dan menyusun pelaporan tigas dan
kegiatan di Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;



€. Melaksanakan tugas kin dari atasan sesual tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

{1} Uraian tugas Kepala Scksi Penanggulangan Kebakaran sebagai berikout:
A Memproses dan menvusun bahan program rencana kerja dan kepiatan

serta mengkajl bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi
Penanggulangan Kebakaran vang berbasis kinega sebagal pedoman
pelaksangan tiipas;

memproses dan menyusun penctapen kinerja Seksi Penanggulangan
Kebakavan;

merancang dan menylapkan bahan koordinasi dan Lkonsultas:
pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran;

Menjelaskan dan membagi tugas kepadas bawahan sesual dengan
rencana  program  yvang  telah  ditetapkan agar program  dapat
dilaksanalan secara ef=ktif dan efisien;

menerapkan mana jemen sumber daya penyelenggaraan
Penanggulangan Kebakaran;

Melakukan  investigasi kejadian  kebakaran dan  Penguyjian
laboratorium;

Melakukan analisis dan cvaluasi data hasil pengujan di laboratorium
maupun pengamatan 4 lapangan;

Menyusun Laporan hasil penyeldikan sebab kebakaran;

Melakukan jaringan kerja dalm rangka ef:zktivitas penyelidikan
kebalkararn;

Menyusun usulan status darurat bencana;

Menvusun usulan pengalokasian dana  siap  pakal  untuk
penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah [APBD) Dacrah;

Melakukan standarisasi penyelenggaraan penangsgulangan bencana
dan darurat bencana;

Mengonsep danfatau mengereksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kawenangannya sesual dengan tala naskab untuk
ditandatangani Pimpinan,;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Publiiz (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada hngkup
Seksi Penanggulangan Kebakaran,

Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasi! kegiatan Seksi Penanggulangan Kebalkaran;

Melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegjatan Seksi Penanggulangan Kebakaran;

Melaksanaltan tupaes lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2 Uraian tugas Kepala Seksi Penyelamatan dan Evaluasi Korban, sebagai
berikat:

a.

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan,
kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penyelamatan dan
Evalkuasi Korban sebagai bahan penyusunan DPA;

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunen Rencana  Strategis
Organisasi Perangkat Daecrah;

Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Penyelamatan
dan Evakuasi Kaorban;




d. Perumusan upaya peningkatan dan pengemnbangan program Seksi
Penyelamatan dan Evakuasi Korbar,

e. Pembagian Tugas kepada bawahan scsual jabatan pada Seksi
Penyelamatan dan Evakuasi Korban;

f. Pembimbingan, Pengarahan dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan
Penyelamatan dan Evalouasi Korban Kebakaran;

g Pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi
Penyelamatan dan Evakuasi Korban sesual peraturan dan pedoman
yang ada;

h Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelamatan dan
Evakuasi Korban berdasarkan rencana dan realisasinya wuntuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi, serta pemecahan masala.hnya
Korban balk secara lisan maupun tertulis sebagal pertanggung
Jjawaban kepada Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan;

} Melaksanakan tugas jainnya dari atasan sesyai tugae pokok dan
fungsinya berdesarkan peraturan perundang-undangan,

BAB I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Waliketa ini, maka khueus Pasal 139 dan
Pasal 140 Peraturan Walikota Tual Nomeor 42 Tabun 2009 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural Organisasi Dinas Kota Tual, dinya.takim tidak
berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pesal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlalou pada tanggal 02 Januari 2017,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan peraturan
Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Keta Tual

Ditetapkan di Tual
- paitla, ranggal ChJanuari 2018
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Diundangkan di Tual
pada tanggal SaJanuari 2018




